BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR @0 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

‘ Menimbang

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan
barang/jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten /Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kubu Raya,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
42);

7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

‘ Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu
. Raya Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Bidang Layanan E-Governmant; ‘\'
Bidang Persandian;

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan %

. Kelompok Jabatan Fungsional. #

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘(
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

SR a0 oe



2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a diubah sebagai berikut:
Pasal 27

(1) Bidang Layanan E-Governmant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1), membawabhi:
a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Governmant; dan
c. Seksi Tatakelola E-Governmant.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Layanan E-Governmant.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengembangan
Aplikasi;

b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Seksi Pengembangan
Aplikasi;

c. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan
pelayanan publik yang terintegrasi;

d. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

e. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di
Seksi Pengembangan Aplikasi;

f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi
Pengembangan Aplikasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

4. Diantara Pasal 43 dan 44 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 43A, yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 43A

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap
menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan /
Peraturan Bupati ini. 'Ff



Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2018

'PBUPATI KUBU RAYA,
‘\/

(’7———‘@

\

RUSMAN ALI //

Diundangkan di Sungai R
Pada tanggal..2\..... ?Sgﬁ'"be’ -
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KIIRII RAYA
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